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Dony Aditya Darmawan, 2010. “ANALISIS YURIDIS DASAR 
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-VI/2008 
TENTANG PENOLAKAN PENGAJUAN CALON PRESIDEN 
INDEPENDEN”.Fakultas Hukum UNS. 
Penulisan Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
Bagaimana analisis yuridis terhadap landasan teoritis dasar pertimbangan hakim 
mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
VI/2008 tentang penolakan pengajuan calon presiden independen. 
Penelitian yang dilaksanakan penulis tentang analisis yuridis dasar 
pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 56/PUU-VI/2008 TENTANG PENOLAKAN PENGAJUAN CALON 
PRESIDEN INDEPENDEN termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif 
yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik 
analisis isi (content analysis). 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
56/PUU-VI/2008 terjadi dissenting opinion Hakim Konstitusi dalam memutus 
perkara pengajuan calon presiden independen. Pada dasarnya, calon presiden 
independen harusnya diberikan ruang karena penutupan ruang bagi calon presiden 
independen dinilai melanggar Hak Asasi Manusia yaitu terkait dengan Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Disisi lain, persyaratan calon 
presiden yang dicantumkan dalam Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A 
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.  










Dony Aditya Darmawan, 2010. "JURIDICAL ANALYSIS BASIC 
CONSIDERATIONS IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF JUSTICE 
DECISION No. 56/PUU-VI/2008 COURT REJECTION OF INDEPENDENT 
PRESIDENT CANDIDATE FILING". Faculty of Law Sebelas Maret University. 
The writing of this law to review and answer the question of How juridical 
analysis of the basic theoretical basis for consideration in the constitutional court 
judges of the Constitutional Court Decision No. 56/PUU-VI/2008 of filing 
rejection independent president candidate. 
Authors conducted research on the analysis of the juridical basis for 
consideration of the Constitutional Court judges in the Constitutional Court 
Decision No. 56/PUU-VI/2008 ABOUT REJECTION OF INDEPENDENT 
PRESIDENT CANDIDATE FILING including the type of normative legal 
research is descriptive. Types of data used are secondary data covering primary 
legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. Data 
collection techniques used is the study of documents with content analysis 
techniques (content analysis). 
Research results showed that the Constitutional Court Decision No. 
56/PUU-VI/2008 happened Constitutional Justices dissenting opinion in deciding 
the case filing of independent president candidate. Basically, the independent 
presidential candidate should be given for the closure of the living space for 
independent president candidates assessed against the Human Rights relating to 
Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1) and paragraph (3) of the 1945 
Constitution. On the other hand, the requirement that presidential candidates be 
included in Law No. 42/2008 about General Election of President and Vice 
President contrary to Article 6A Paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 
Constitution. 














A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Indonesia menganut paham demokrasi maka prinsip dasar dalam 
mengatur sistem kenegaraan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara 
universal bagi penganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaan 
manusia bersama kelahirannya sama sekali bukan pemberian Negara. Inilah 
yang membedakan dengan Negara penganut paham otoriter, dimana hak rakyat 
adalah pemberian Negara. Maka fungsi Negara dalam paham demokrasi adalah 
regulator, fasilitator, dan pelindung yang lemah. Kedudukan Negara dalam 
paham demokrasi sama sekali bukan penguasa, sebagaimana dalam Negara 
otoriter. Dari sanalah, maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin 
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. 
Kedudukan UUD di Negara penganut paham demokrasi dimanapun, 
pada hakikatnya hanyalah salah satu sumber hukum tertulis untuk menjalankan 
kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksudkan disini adalah hak 
tertinggi dalam mengatur, menjalankan, dan atau mengelola Negara. Itulah 
prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara penganut paham demokrasi, 
yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan 
kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai Konstitusi Negara pada dasarnya adalah justru untuk melindungi dan 
menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang atau pemilik “original” 
kedaulatan. 
Salah satu pilar demokrasi adalah keberadaan partai politik yang 
merupakan suatu wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi sebuah Negara. Partai politik sebagai salah satu wadah 
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bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara 
universal, partai politik adalah wadah perjuangan orang-orang yang seideologi 
dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi atau platform bagi 
sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak terjadi perpindahan 
keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik tertentu dari sebuah 
partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai yang berseberangan 
ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak hanya dibatasi pada 
persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tetapi juga persoalan etika 
berpolitik yang santun dan berhati nurani.  
Berdasarkan Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa 
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat”. Dalam Pemilu, rakyat mecoblos tanda gambar Calon Presiden, 
artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang 
berkewajiban membentuk kabinet adalah Calon Presiden pemenang Pemilu, 
dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan 
pencalonan Presiden pemenang Pemilu sekalipun. Secara universal dalam 
sistem presidensiil tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan mencari 
figure yang laku jual dalam Pemilu. 
Dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membarengi 
lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004, 
dalam Pemilu 2009 akan kembali terjadi pembodohan dan pembohongan oleh 
partai-partai yang menawarkan janji-janji dan program bila partainya menang 
Pemilu. Padahal janji-janji dan program yang ditawarkan tersebut hanya 
beberapa yang dapat terlaksanakan. Karena dalam sistem presidensial yang 
dijadikan program Pemerintah adalah janji-janji dan program Calon Presiden 
pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai 
pemenang Pemilu sekalipun. Begitu pula kalau Pemilu dikaitkan dengan 
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai-partai peserta Pemilu 
pun belum dapat menyebut siapa figure yang bakal diusulkan sebagai Calon 
Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ada partai yang berani menyebut Calon 
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Presiden dan Wakil Presiden nya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai 
tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi di DPR ataupun perolehan 
suara sah dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
yaitu 20 % kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah dalam Pemilu.  
Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, maka partai politik tidak 
boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Hal ini menjadi mendasar, agar 
rakyat secara bebas dapat mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam 
demokrasi. Agar Partai sebagai alat atau instrumen politik dapat berjalan 
optimal, maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi. Namun 
demikian, hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai 
melampaui, mengganjal, artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak 
warga negara. Untuk itu, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya 
prinsip dasar ini (menutup atau menghalangi hak-hak yang memang menjadi 
milik rakyat).  
Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak ada 
monopoli hak berpolitik oleh institusi demokrasi manapun termasuk oleh partai 
dan juga Negara. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik untuk 
mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden lebih 
dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti hak 
tersebut sampai atau dapat menutup hak warga negara dalam menjalankan 
kedaulatan yang memang miliknya, tanpa melalui preferensi tersebut. Agar 
demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh 
kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat 
terjamin, maka ketentuan Undang-Undang yang mengganjal, menutup dan 
menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena 
bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan 




Dalam realita politik untuk Pemilu Presiden diperlukan mekanisme 
seleksi agar yang tampil sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden tinggal 
beberapa pasang saja. Namun demikian pengaturan mekanisme seleksi tersebut 
tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi, dan apalagi menghilangkan 
hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan Presiden melalui 
Pemilu. Dengan cara membatasi melalui persyaratan minimal sebagaimana 
diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, artinya rakyat dipaksa oleh 
partai-partai besar warisan Orde Baru untuk memilih figure “itu lagi itu lagi” 
yang nyata-nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan 
negeri ini dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan 
yang kini dihadapi bangsa.  
Dengan kata lain rakyat oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah kehilangan 
kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform 
baru kedepan yang secara rasional dapat membangun peradaban Indonesia 
yang baru. Dengan belajar dari negara-negara lain, sesungguhnya banyak 
mekanisme politik yang dapat diterapkan agar jumlah Pasangan Capres dan 
Wapres yang ikut dalam pemilu presiden tinggal sedikit jumlahnya, tanpa 
mengganjal, mengurangi, mendistorsi apalagi sampai menghilangkan 
kedaulatan rakyat.  
Dalam kesemrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme 
seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai 
peserta Pemilu untuk mencalonkan Pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu 
putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam Pemilu putaran 
kedua kecuali dalam Pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya 
50% + 1 suara dari peserta Pemilu yang menggunakan hak suaranya. Oleh 
karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dikembalikan ke 
semangat, jiwa dan amanat Pasal 6 UUD 1945, dimana partai atau gabungan 
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partai peserta Pemilu, dalam menggunakan hak kontistusi untuk mengusulkan 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dipersyaratkan dengan 
jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu. 
Penentuan angka yang dipersyaratkan, apakah itu 1% atau 5% atau 10% 
dst hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. Karena dalam 
penerapan sistem presidensial yang terbalik urutan Pemilunya (Pemilu 
Legislatif dahulu baru Pemilu Presiden, yang jelas tidak ada di dunia ini), maka 
mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai-partai besar (warisan 
Orde Baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan) untuk mempertahankan 
status-quo. Dengan cara inilah, partai-partai warisan Orde Baru memonopoli 
penentuan Calon Presiden dan Wakil residen untuk negeri ini. Bahasa 
rakyatnya adalah calo politik untuk bursa Capres-Cawapres. Dan rekayasa ini 
dilaksanakan melalui undang-undang sehingga menjadi terkesan 
konstitusional. Lengkaplah sudah pengkhianatan terhadap makna konstitusi 
semacam ini. Cara semacam ini sudah melampaui cara-cara kudeta yang 
merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi 
makna konstitusi lewat Undang-Undang, pengkhianatan terhadap kedaulatan 
rakyat dilakukan secara sah (legal) atas nama Negara Hukum. Dengan kata 
lain, persyaratan jumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah harus dihapuskan 
karena nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 6 UUD 1945 dan 
kedaulatan rakyat itu sendiri. Amanat Pasal 6 UUD 1945 itu sediri 
sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem 
presidensial, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi 
pemerintahan sama sekali bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Maka 
peran partai sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi 
(Pemilu) sama sekali tidak boleh mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dan 
hal yang demikian sesungguhnya adalah kaidah yang berlaku universal 




Berkaitan dengan pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
Independen terkait dengan Calon Kepala Daerah Independen memang dalam 
realitanya berlaku norma yang sama artinya ketika dalam pemilihan Kepala 
Daerah dapat diterapkan adanya pencalonan Calon perseorangan maka 
seharusnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan 
kembali dan apabila norma tersebut ternyata tidak dapat diterapkan kembali 
dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Adapun norma yang berlaku dalam pemilihan Kepala 
Daerah yang telah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa “Partai politik 
atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya 
bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui 
mekanisme yang demokratis dan transparan”.  
Menurut Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 telah dijelaskan “Pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum” berarti tidak ada larangan untuk mengajukan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden secara Perseorangan. Dengan demikian, terbukalah 
kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol.  
Tetapi dalam kenyataannya masih ada Undang-undang No. 42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur 
lebih spesifik dan sebagian pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. 
Untuk itu, ada beberapa golongan yang terganggu hak konstitusionalnya yang 
kemudian mengajukan judicial review atas Undang-undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah 
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang sebagai pengawal konstitusi ( The 
Guardian of Constitution) yang diberikan kewenangan menguji materi undang-
undang terhadap UUD 1945.  
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana di bidang ilmu hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS DASAR 
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-VI/2008 
TENTANG PENOLAKAN PENGAJUAN CALON PRESIDEN 
INDEPENDEN” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah 
yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian 
sasaran. Dalam penelitian penulis merumuskan permasalahan yaitu 
Bagaimana analisis yuridis terhadap landasan teoritis dasar pertimbangan 
hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-VI/2008 tentang penolakan pengajuan calon presiden independen?  
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya 
maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari 
suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan 
merupakan pernyataan-pernyatan yang hendak dicapai dalam penelitian 
tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118).  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan obyektif : 
Mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
memutus perkara pengajuan Calon Presiden Independen. 
2. Tujuan subyektif : 
a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan 
pemahaman Penulis khususnya di bidang Hukum Tata Negara. 
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b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun 
manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Manfaat teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan    
pemikiran bagi perkembangan ilmu pegetahuan hukum pada umumnya 
dan hukum tata negara pada khususnya. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 
bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 
masa yang akan datang. 
2. Manfaat praktis 
a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 
mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Presiden 
Independen. 
b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 
serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
F. METODE PENELITIAN 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanya. 
Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
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Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian 
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam 
hubungannya dalam masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau 
kepustakaan tersebut mencakup: 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
b. Penelitian terhadap sistematik hukum ; 
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 
d. Perbandingan hukum; 
e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto 2001:13-14). 
2. Sifat Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian 
yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai 
obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial 
tertentu (Soerjono Soekanto 2006: 10). Berdasarkan pengertian tersebut 
maka penelitian ini termasuk penelitian deskritif kerena penelitian ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang 
diperoleh, terkait dengan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tentang 




3. Pendekatan Penelitian 
Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap 
legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan 
(approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot 
penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny 
Ibrahim, 2007 : 299). 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian 
hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan 
(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Sedangkan menurut Johny Ibrahim 
dari kelima pendekatan tersebut ditambah dengan pendekatan analitis 
(analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) 
berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut, 
pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical 
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati 
masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, 
karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma 
tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh 
karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan 
perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
Peraturan perundang-undangan yang dipakai meneliti dan menganalisa 
permasalahan yaitu UUD 1945 yang dikaitkan dengan Undang-Undang 
No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan 
menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis 
permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah 
dikemukakan dalam perumusan masalah. 
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4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka 
berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh 
melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 
1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-
arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan 
tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-
makalah yang menyangkut mengenai pencalonan calon presiden dan wakil 
presiden independen. 
5. Sumber data 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga 
bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. Data-data 
hukum sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi 
(Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 14-
15). 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer 
berupa: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
hasil amandemen; 
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi  
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden. 
4) Undang-undang N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tentang 
judicial review terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 
bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan penelitian hukum sekunder 
yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan 
perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai 
bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi 
penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-
undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan 
peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, 
buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan,  hasil-hasil penelitian, 
artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-
makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal 
ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi dan wawancara. 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data 
sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data 
sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan 
digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh 
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kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai 
dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard 
Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat 
individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud 
Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan 
metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, 
penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major 
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat 
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud 
dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah 
menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik 
kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan 
dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih 
tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan 
menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 
Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis,    
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul 
dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta 
diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa Tinjauan 
Pertama tentang  Negara Hukum yang meliputi : Pendapat para 
ahli tentang Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara Hukum. 
Tinjauan Kedua tentang Demokrasi yang meliputi Pengertian dan 
Hakikat Demokrasi; Faktor-faktor Penegak Demokrasi; Model-
model Demokrasi. Tinjauan Ketiga tentang Hak Asasi Manusia 
yang meliputi Definisi HAM; HAM dalam konstitusi; Konsep 
Dasar HAM; Ciri Pokok Hakikat HAM; Perkembangan 
Pemikiran HAM; Hubungan HAM dan Demokrasi. Tinjauan 
Ketiga tentang Kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial 
meliputi Kekuasaan Presiden dalam sistem UUD 1945, Sistem 
presidensial dan parlementer pernah diterapkan dalam 
pemerintahan Indonesia. Tinjauan Keempat tentang Mahkamah 
Konstitusi yang meliputi Pengertian Konstitusi; Tujuan, Fungsi 
dan Ruang Lingkup Konstitusi; Klasifikasi Konstitusi; Nilai-nilai 
konstitusi; Prinsip-prinsip Umum Perubahan Konstitusi. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang 
membahas tentang : 
Dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tentang 
penolakan pengajuan calon presiden independen?  
BAB IV : PENUTUP 
Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil 
pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan 
yang ada. 







A. Kerangka Teoritis 
1. Tinjauan Mengenai Negara Hukum 
Negara Hukum merupakan terjemahan dari rechtstaat (ahli-ahli 
hukum Eropa Kontinental) atau rule of law (ahli-ahli hukum Anglosaxon). 
Ide Negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of 
law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy sebagai faktor penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaita erat 
dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan 
tertinggi. 
Menurut Komisi Ahli Hukum International (The International 
Commission of Jurists), pemerintah yang demokratis di bawah rule of law 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Adanya perlindungan konstitusional; 
b. Adanya pemilihan umum yang bebas; 
c. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
e. Adanya kebebasan untuk berserikat /berorganisasidan beroposisi 
f. Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education). 
Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil dan 
Negara Hukum materiil. Negara Hukum formil menyangkut pengertian 
hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti perundang-
undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiil yang lebih mutakhir, 
mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. 
Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in a Changing 
Cociety membedakan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law 
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dalam arti materiil. Pembedaan ini, menurut Jimly Asshiddiqie, memang 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, 
keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena 
pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran 
pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran 
hukum utama. 
Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti perundang-
undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan 
bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. 
Karena itu, disamping istilah the rule of law oleh Friedman juga 
dikembangkan istilah rule of just law untuk memastikan bahwa dalam 
pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebih 
essensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan 
dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap the rule of law, 
pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah 
the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara 
Hukum di zaman sekarang (Majalah Konstitusi.2009. Edisi 26:16). 
Dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan kembali adanya dua 
belas pokok prinsip Negara Hukum (Rechtstaat) yang merupakan pilar-pilar 
utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga 
dapat disebut Negara Hukum yaitu (Jimly Asshiddiqie.2005:151): 
a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi 
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 
pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of 
law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya 
bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang 
tertinggi. Dalam republikyang menganut sistem presidensiil yang bersifat 
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murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem 
pemerintahan parlementer. 
 
b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 
 
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara 
empirik. Dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap diskriminatif 
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus 
dan sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat 
tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar 
kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan 
setara dengan kelompok masyarakat yang jauh lebih maju.  
c. Asas Legalitas (Due Process of Law) 
Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas 
legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law) yaitu bahwa 
segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang sah dan tertulis.  
d. Pembatasan Kekuasaan 
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal 
atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi 
kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk 
berkembang menjadi sewenang-wenang. 
Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-
misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and 
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balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan 
mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan 
dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun 
secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan 
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan 
terjadinya kesewenang-wenangan. 
e. Organ-organ Eksekutif Independen 
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang 
berkembang pula adanyapengaturan kelembagaan pemerintahan yang 
bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi 
kepolisian dan kejaksaan. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini 
sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, 
tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi 
sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk 
menentukan pengangkatan atau pemberhentian pimpinannya. 
f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak 
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini mutlak harus 
ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, 
hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena 
kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang. Untuk 
menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya 
intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, 
baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif 
ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. 
g. Peradilan Tata Usaha Negara 
Peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan 
bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai 
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pilar utama Negara Hukum. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka 
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan 
pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting 
karena yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. 
h. Peradilan Tata Negara (Constitusional Court) 
Dalam negara hukum modern diharapkan adanya jaminan 
tegaknya keadilan tiap-tiap warga negara dengan mengadopsikan 
gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. 
Pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah upaya memperkuat sistem 
check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja 
dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. 
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia 
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang 
adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyaratkan 
secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 
negara Hukum yang demokratis. 
j. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat) 
Dalam prinsip demokrasi yang menjamin peran serta masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan 
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk 
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kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi.  
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 
Rechtstaat). 
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 
bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui 
gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan 
negara hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional yang dirumuskan dalam 
pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam 
rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
l. Transparansi dan Kontrol sosial. 
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap 
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan 
kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat 
dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara 
langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya 
partispasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui 
parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran 
aspirasi rakyat. 
 
2. Tinjauan mengenai demokrasi 
a. Pengertian dan Hakikat Demokrasi 
Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa 
(etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" 
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berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu 
demos yang berarti rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti 
pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan 
rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan 
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan 
warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara 
tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis (Azyumardi Azra, 
2000 : 110), sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya : 
a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan 
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara 
perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 
b) Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan 
dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara 
langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan 
mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 
c) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa 
demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah 
dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah 
publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung 
melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang 
telah terpilih. 
d) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik 
yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat 
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya 
kebebasan politik. 
e) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu 
pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal 
hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara 
empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik 
praktis. 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik 
suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem 
pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang 
mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian 
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bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat 
pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan 
sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang 
berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program 
sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya. 
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang 
mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk 
tunduk pada pengawasan rakyat (social control). Dengan adanya 
control tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi 
ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah. 
Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan 
yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus 
dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya 
kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi 
rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui 
pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja 
pemerintah. 
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang 
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan 
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang 
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu 
sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga 
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and 
balances. 
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti 
hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen 
secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan 
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak 
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan 
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rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian 
banyak makna kedaulatan rakyat. Perananya dalam sistem demokrasi 
tidak besar, suatu pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah 
akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang 
masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem 
pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal 
sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh 
lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji 
mampu membangun negara. 
b. Asas-asas Demokrasi 
Dalam menentukan berlakunya suatu sistem demokrasi di suatu 
negara ialah ada tidaknya asas-asas demokrasi dalam sistem 
pemerintahan suatu negara. Adapun asas-asas demokrasi yaitu 
(http://pendkewarganegaraansmpnasima.blogspot.com/2009/01/blog-
post.html diakses tgl kamis 4 februari 2010 jam 15.15): 
a) Adanya pengakuan hak – hak asasi manusia sebagai penghargaan 
terhadap martabat manusia 
Negara berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan 
menjamin hak asasi manusia dengan diatur dalam peraturan 
perundanga-undangan yang mempunyai payung hukum yang jelas 
terhadap hak asasi manusia. Seperti di Indonesia, sudah ada 
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dicantumkan dalam 
UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.  
b) Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah 
Rakyat ikut serta menentukan kebijakan pemerintah yang 
bersifat asasi dan  menguasai hajat hidup orang banyak sehingga 
pemerintah tidak dapat semena-mena dalam menentukan kebijakan, 
perlu adanya kontrol dari rakyat. Disisi lain, pemerintah 
33 
 
membutuhkan dukungan langsung dari rakyat dalam hal pemilihan 
wakil rakyat maupun pemilihan presiden. 
 
c. Faktor-faktor Penegak Demokrasi 
Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya 
faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri (Azyumardi 
Azra, 2000 : 117 – 121). Ada empat faktor utama yaitu : 
a) Negara hukum (rechtstaat dan rule of law) 
Konsep rechtsstaat adalah adanya perlindungan terhadap 
Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian 
kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan 
peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari rule of 
law yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya 
kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law), 
serta adanya jaminan perlindungan HAM. 
Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik 
suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan 
perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian 
kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan 
mandiri. 
b) Masyarakat madani 
Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang 
terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, 
masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat 
yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang 
sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang 
terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika 
masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, 
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demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam 
kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan 
pandangan, adanya keragaman dan konsensus. 
c) Infrastruktur 
Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai 
politik (parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan 
atau kelompok penekan.  
Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan 
politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan 
cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan 
merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-
kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi 
masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun 
dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan 
warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah 
sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan 
pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. 
Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, 
parpol memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi 
politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai recruitment kader 
dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. 
Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-
nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta kontrol rakyat 
melaui parpol. Sedangkan kelompok gerakan dan kelompok 
kepentingan merupakan perwujudan adanya kebebasan 
berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan 





d) Pers yang bebas dan bertanggung jawab 
Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar 
informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif 
menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan 
partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi 
positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat (Sukarno, 1986 : 
30). 
c. Model-model demokrasi (Azyumardi Azra, 2000 : 134). 
a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-
undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam 
waktu yang tetap secara berkala. 
b) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa 
segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan 
umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki 
kekuasaaan. 
c) Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan  rakyat sebagai 
inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama 
untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik 
yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan 
perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan 
hak politik. 
d) Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian 
pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk 
memperoleh kepercayaan publik. 
e) Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik 
antara penguasa dengan yang dikuasai. 
f) Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi 
kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang 
erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. 
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g) Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya 
berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, 
sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui 
pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat secara langsung. 
h) Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai 
wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang 
berkaian dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya denga 
pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung 
berhadapan dengan pemerintah. 
 
2. Tinjauan Hak Asasi Manusia 
a. Definisi HAM 
Menurut undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,  
pemerintah, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 Undang-
undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 
 
b. HAM dalam Konstitusi 
Meskipun dalam UUD 1945 tidak banyak dicantumkan pasal-
pasal tentang HAM, namun kekurangan-kekurangan tersebut telah 
dipenuhi dengan lahirnya sejumlah undang-undang. Didalam Pembukaan 
UUD 1945 didapati suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa 
Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi, “Bahwa 
sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab 
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itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai 
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 
 
Memang didalam UUD 1945 tidak diatur secara lengkap 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM tetapi hal ini tidak 
akan menghambat penegakan HAM karena sudah diperlengkap dengan 
adanya undang-undang lain. Sekalipun demikian, telah diusulkan juga 
untuk membuka kesempatan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalam 
Konstitusi UUD 1945 melalui amandemen. Adapun Hak Asasi Manusia 
yang ditetapkan dalam Bab X A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
berikut: 
Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang 
adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D Ayat 1). 
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
(Pasal 28 D Ayat 3). 
 
c. Konsep Dasar HAM 
 
Konsep HAM pada dasarnya merupakan suatu pembatasan 
terhadap tindak pemerintahan dan meletakkan kewajiban masyarakat 
terhadap individu. Konsep HAM bersifat dinamis. Generasi pertama 
konsep HAM menyangkut hak-hak sipil dan politis yaitu hak untuk hidup 
dan bebas dari ancaman kekerasan, hak mengemukakan pendapat dan 
beragama. 
 
Kelahiran konsep HAM didorong oleh kehadiran struktur social 
yang dianggap mengancam kesejahteraan umum rakyat, khususnya yang 
lemah. Mungkin penerapannya berbeda tapi esensinya relevan untuk 
semua Negara saat ini. Struktur Pemerintahan dan sistem ekonomi 
Negara-negara di berbagai belahan dunia tidak lagi sangat berbeda 
dengan yang ada di Negara-negara maju. HAM adalah instrument 
38 
 
modern perlindungan hak masyarakat atas sifat potensi ancaman yang 
ada. 
 
Di Indonesia, sumber-sumber HAM dapat dilihat dalam hukum 
positif diantaranya: a) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia, b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, c) Keppres RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia, d) UU No 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM. 
 
Dengan adanya keempat aturan hukum mengenai HAM tersebut, 
konsep HAM di Indonesia telah bergeser dari menganut konsep HAM 
Negara sosialis ke konsep HAM Negara Eropa Barat. HAM merupakan 
kebutuhan yang harus dilindungi oleh aturan hukum, bukan pembatasan 
HAM melalui aturan hukum (Pasal 74 Undang-Undang No.39 Tahun 
1999). 
 
d. Ciri Pokok Hakikat HAM 
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik 
kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 
1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah 
bagian dari manusia secara otomatis. 
2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, 
ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 
3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk 
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai 
HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak 






e. Perkembangan Pemikiran HAM 
Dibagi dalam 4 generasi, yaitu (Abdullah Yazid, 2007:19-21): 
1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya 
berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM 
generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh 
dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya 
keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan 
sesuatu tertib hukum yang baru. 
2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis 
melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi 
pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian 
konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, 
hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi 
ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak 
politik. 
3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. 
Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, 
sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang 
disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam 
pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga 
mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap 
hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas 
utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan 
banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang 
dilanggar. 
4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat 
dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada 
pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti 
diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program 
pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat 
secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. 
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Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di 
kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi 
manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People 
and Government. 
 
f. Hubungan HAM dan Demokrasi 
HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan 
relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh 
penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil 
perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat 
kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan 
demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat 
kemanusiaan. 
Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis 
berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, 
tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena 
hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang 
Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, 
tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena 
yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran 
manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang 
mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah 
secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan 
kemanusiaan dan ketuhanan. 
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan 
seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak 
inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang 
diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia 
Sang Pencipta.  Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya 
sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan 
kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun 
kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas 
sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai 
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tujuannya (http://www.jimly.com hubungan demokrasi dan HAM 
diakses jumat 6 nopember 2009 jam 7.26). 
 
3. Tinjauan Kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial 
a. Kekuasaan Presiden dalam sistem UUD 1945 
Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang 
supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) 
menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 
yang secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh 
Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat 
untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi 
kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu 
presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 
 
Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan 
negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang 
tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independen dalam 
membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya 
pemerintahan. 
 
Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas 
pemerintahan, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih 
terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-
legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif. 
 
Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun 
APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan 
peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi 
bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. 
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DPR tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga 
peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. 
 
Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan 
politik yang menyebar berpotensi untuk terus mengganggu dan 
mengganggu eksekutif. Dengan perilaku politik yang tak banyak 
berubah, DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan 
presiden dalam menentukan alokasi budget, DPR masih bisa bermanuver 
untuk membentuk pansus atau panja, DPR bisa mengajukan undang-
undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan presiden.  
 
Dalam konstitusi Indonesia telah jelas menetapkan sistem 
pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan 
pada individualitas yang mengarah pada citizenship. Sistem 
pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship yang bisa 
menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan 
DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan 
memastikan janji presiden berjalan. 
 
Adapun hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam 
penyelenggaraan sistem pemerintahan presidential di Indonesia adalah 
(http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah tentang /sistem-
pemerintahan-presidensial-di-indonesia diakses pada rabu tgl 4 
Nopember 2009 jam 10.14): 
1) Bahwasanya tujuan Negara dapat diwujudkan apabila pembagian 
kekuasaan Negara dilakukan secara berimbang dan saling mengawasi 
(check and balances) diantara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 
Daerah otonom, dan lembaga Negara berposisi independent lainnya. 
2) Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah 
secara adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik, maka 
kekuasaan legislatif diselenggarakan oleh dua lembaga perwakilan 
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yang memiliki kedudukan setara (bicameral). Sehingga memberi 
perasaan keterikatan emosional kepada pemerintah. 
3) Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, maka 
kekuasaan eksekutif diselenggarakan mengikuti bentuk pemerintahan 
presidensial yang berarti presiden dan wakil presiden dipilih langsung 
oleh rakyat. 
4) Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi 
dan anggaran daripada pelaksanaan fungsi pengawasan, sedangkan 
lembaga eksekutif akan lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi 
administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.  
5) Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu 
pihak maka kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua mahkamah 
yang secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam 
sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum 
dan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin tertib 
hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional, dan 
menyelesaikan persengketaan perundang-undangan. 
6) Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi 
pemerintahan lokal, dan demi integrasi nasional, maka daerah 
otonom diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka Negara 
kesatuan. 
7) Saling mengecek diantara penyelenggara kekuasaan Negara dalam 
bentuk : 
a) Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, 
DPD dan Presiden yang masing-masing memiliki kewenangan 
veto. 
b) Pengawasan dan pendakwaan (impeachment) oleh lembaga 
legislatif terhadap Presiden. 




d) Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom 
bila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tetapi daerah otonom dapat mengajukan gugatan 
terhadap keputusan pusat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. 
e) Pengangkatan menteri memerlukan pertimbangan DPR. 
8) Kekuasaan Negara yang dibagi secara berimbang dan saling 
mengecek sebagian berasal dari rakyat melalui pemilihan umum, 
yakni kekuasaan legislatif dan ekekutif baik tingkat nasional maupun 
daerah otonom, dan melalui referendum apabila hendak mengadakan 
perubahan UUD, sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui 
kekuasaan legislatif dan eksekutif, yaitu kekuasaan yudikatif. 
 
Dalam sistem politik dimanapun, biasanya hanya dikenal dengan 
dua model presidensial dan parlementer. Meskipun tidak secara kaku 
terpisahkan tetapi prinsip dasar penguatan dalam kekuasaan sangat 
berbeda asal-usul, proses dan landasan filosofisnya. Biasanya konstitusi 
suatu negara secara tegas mengamanatkan apakah suatu sistem politik 
kenegaraan menganut asas presidensial atau parlementer. 
 
Indonesia secara konstitusi sesuai dengan amandemen UUD 1945 
sesungguhnya memperkuat sistem presidensial. Proses mendudukkan 
Presiden dan Wakil Presiden yang sebelum UU 1945 diamandemen 
dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) kemudian dipilih 
langsung oleh rakyat. Amandemen UUD 1945 tidak hanya memperkuat 
sistem kepresidenan saja tetapi pendulum kekuasaan dari perspektif 
politik bergeser dari demokrasi keterwakilan rakyat (representative 
democracy) menjadi demokrasi kerakyatan (electoral democracy). 
 
Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem 
presidensial yang konvensional karena presiden tidak dipilih langsung 
oleh rakyat, tetapi oleh MPR yang anggotanya terdiri dari DPR, Utusan 
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Golongan, dan Utusan Daerah. Dalam hal ini berlaku sistem 
pemerintahan untuk negara integralistik dengan konsentrasi kekuasaan 
amat besar pada Presiden (too strong presidency). 
 
b. Penerapan Sistem Presidensial dan Parlementer dalam pemerintahan 
Indonesia.  
 
Sebelumnya, Indonesia sendiri antara Tahun 1949 sampai 1959 
menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang terbukti tidak 
mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang amat diperlukan untuk 
pembangunan bangsa. Sistem presidensial, mengasumsikan terjadinya 
mekanisme checks and balances antara presiden baik sebagai kepala 
pemerintahan (chief of state) maupun sebagai kepala pemerintahan (head 
of the government) sekaligus berhadapan dengan legislatif (DPR). 
 
Baik legislatif maupun eksekutif (Presiden) dihasilkan melalui 
proses pemilihan yang berbeda. Artinya proses pengisian jabatan politik 
di tingkat pusat pada sistem presidential dilakukan dalam dua kali 
pemilihan, pemilu legislatif dan pemilu presiden (Pilpres).  
 
Sistem presidensial juga tidak mengenal adanya lembaga 
pemegang supremasi tertinggi. Karena karakteristik pertama sistem 
presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of 
parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan 
negara. 
 
Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, 
baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa kerja tertentu, 
dan presiden memengang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala 
Pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala 
eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
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negara, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang 
kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. 
Dalam sistem presidensial, kabinet tidak bertanggungjawab secara 
kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggungjawab secara individual 
kepada presiden. Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif 
tidak boleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat 
eksekutif tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. 
Sementara, sistem parlementer hanya memerlukan satu kali pemilihan 
untuk menentukan elit di pusat, baik legislatif maupun eksekutif. 
Eksekutif (biasanya disebut perdana menteri) dipilih oleh dan dari 
anggota legislatif. 
 
Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak 
dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah 
(supremacy of parliament). Dibandingkan dengan sistem parlementer, 
sistem presidensial memang memiliki kelebihan dibandingkan sistem 
parlementer, di antaranya keterpisahan institusi presiden dan parlemen, 
masa jabatan presiden (dan wapres) yang bersifat tetap, dan pemilihan 
langsung presiden oleh rakyat. 
Struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan 
terhadap lembaga kepresidenan. UUD 1945 juga memberikan kedudukan 
yang kuat kepada lembaga keperesidenan karena presiden adalah 
penyelenggara pemerintahan. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, 
presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-
undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, 
amnesti dan abolisi). 
 
Dengan adanya amandemen UUD 1945, maka terdapat 
pembatasan kekuasaan yang dinilai terlalu kuat. Untuk itu, pembatasan 
kekuasaan presiden dianggap penting demi terselenggaranya 
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pemerintahan yang kuat dan stabil seperti yang telah dituangkan dalam 
sistem UUD 1945 (http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-
politik/5306-mempertegas-sistem-presidensial.html pdf Akses  rabu tgl 4 
Nopember 2009 jam 10.12). 
 
Prinsip-prinsip kekuasaan presiden dalam sistem UUD 1945: 
1) Sistem eksekutif tunggal bukan kolegial. Dengan sistem ini 
penyelenggaraan dan kendali pemerintahan ada pada satu tangan 
yaitu presiden. 
2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan disamping sebagai 
kepala Negara. 
3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada MPR. 
Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, presiden tidak 
bertanggung jawab kepada DPR maupun MPR. Ketentuan ini akan 
lebih memperkuat kedudukan presiden. 
4) Selain wewenang administrasi Negara, Presiden mempunyai 
wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan (disamping wewenang yang 
dilakukan bersama DPR membuat undang-undang). Bahkan dengan 
alasan kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) yang 
sederajat dengan undang-undang. 
5) Presiden dapat menolak mengesakan rancangan undang-undang yang 
telah disetujui DPR. Hak tolak ini bersifat mutlak tanpa suatu 
mekanisme balances. Untuk menunjukkan kehendak DPR sebagai 
perwujudan kedaulatan rakyat adalah yang supreme mestinya 
disediakan klausula untuk meniadakan penolakan presiden 




Dalam praktek, sebelum adanya perubahan UUD 1945, 
kedudukan konstitusional presiden semakin kuat karena (Bagir 
Manan,2003:115-118): 
1) Berkembangnya paham yang memberikan status tersendiri kepada 
presiden sebagai mandataris disamping sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan. Perkembangan pemahaman ini didasarkan 
kepada bunyi Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan Presiden 
adalah mandataris MPR. Disebutkan juga dalam Penjelasan UUD 
1945: “Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan 
bertanggung jawab kepada Majelis.” 
2) Presiden dilekati dengan berbagai kewenangan khusus seperti 
sebagai  penyelenggara pembangunan.  Dengan ini, Presiden 
mempunyai kualifikasi kewenangan lain selain sebagai 
penyelenggara pemerintahan. Sedangkan penyelenggara 
pembangunan oleh Presiden yang tidak lain dari fungsi 
pemerintahan itu sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan 
untuk mewujudkan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
3) Kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi TNI dan POLRI 
diberi pengertian sebagai kewenangan efektif. Memang terdapat dua 
pandangan mengenai kedudukan presiden (kepala negara) sebagai 
pimpinan tertinggi angkatan perang. Pandangan pertama 
menganggapnya sebagai bersifat simbolik untuk menunjukkan 
bahwa militer ada di bawah kendali pemerintahan sipil. Pandangan 
lain mengatakan bahwa kedudukan presiden sebagai pimpinan 
tertinggi angkatan bersenjata tidak hanya secara simbolik tetapi 
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efektif. Presiden dengan kuasa sendiri dapat mengerahkan angkatan 
perang untuk melakukan tindakan tertentu. 
 
4. Tinjauan Konstitusi di Indonesia 
a. Pengertian Konstitusi 
Menurut istilah, konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara 
mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan 
dalam suatu masyarakat. 
Pengerian konstitusi menurut Carl Schmitt, membagi konstitusi 
dalam empat pengertian sebagai berikut (Dasril Radjab, 2006:48-51): 
1) Konstitusi dalam arti absolut yang diperinci menjadi empat bagian 
yaitu: 
a) Konstitusi dianggap sebagai satuan organisasi yang nyata, 
mencakup semua bangunan hukum dari semua organisasi yang ada 
dalam negara. 
b) Konstitusi sebagai bentuk negara. Yang dimaksud dengan bentuk 
negara adalah negara dalam arti keseluruhannya. Bentuk negara itu 
bisa demokrasi atau monarki. Demokrasi baik langsung maupun 
memerintah dirinya sendiri sehingga antara yang memerintah dan 
yang diperintah identik dengan rakyat. 
c) Konstitusi sebagai faktor integrasi. Faktor ini bisa abstrak dan 
fungsional. Abstrak misalnya hubungan antara bangsa dan negara 
dengan lagu kebangsaannya. Dikatakan fungsional karena tugas 
konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilu, pembentukan 
kabinet, referendum dan sebagainya. 
d) Konstitusi sebagai suatu sistem tertutup dari norma-norma hukum 
yang tertinggi di dalam negara, jadi konstitusi itu merupakan 
norma dasar sebagai sumber bagi norma-norma lain yang berlaku 




2) Konstitusi dalam arti relatif 
Konstitusi dalam arti relatif dimaksudkan sebagai konstitusi 
yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di 
dalam masyarakat. Golongan utama adalah golongan borjuis liberal 
yang menghendaki adanya jaminan dari penguasa agar hak-haknya 
tidak dilanggar. 
3) Konstitusi dalam arti positif 
Carl Schmitt menjelaskan pengertian konstitusi dalam arti 
positif dihubungkan dengan ajaran dezisionisme, yaitu ajaran tentang 
keputusan. Menurutnya, konstitusi dalam arti positif itu mengandung 
pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi. 
4) Konstitusi dalam arti ideal 
Disebut konstitusi ideal karena konstitusi itu idaman dari kaum 
borjuis sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. 
 
Menurut F. Lasele konstitusi dibagi menjadi 2 pengertian, yakni 
(Dahlan Thaib; Jasim Hamidi; Ni’matul Huda, 2001:10): 
1) Sosiologis dan politis.  
Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesa faktor-
faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi 
menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang 
terdapat dengan nyata dalam suatu Negara. 
2) Yuridis.  
Secara yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat 
semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan  
 
b. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi 
 
1) Tujuan Konstitusi(Taufiqurrohman Syahuri,2004:28-29) 
Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan 
sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang 
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diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 
Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat 
untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara.  
 
2) Fungsi Konstitusi 
Menurut Jimly Asshidiqie dalam buku hukum konstitusi, konstitusi 
memiliki fungsi-fungsi yang diperinci sebagai berikut: 
a) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 
b) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 
c) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan 
warga negara. 
d) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara 
ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 
e) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan 
yang asli kepada organ negara. 
f) Fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas dan 
keagungan kebangsaan serta sebagai center of ceremony. 
g) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti 
sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti yang luas 
mencakup bidang sosial dan ekonomi. 
h) Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. 
 
3) Ruang Lingkup Konstitusi 
Menurut A. A. H. Struycken ruang lingkup konstitusi meliputi:  
a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau  
b) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa  
c) Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwajibkan, baik waktu 
sekarang maupun untuk masa yang akan datang.  
d) Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan 




c. Klasifikasi Konstitusi  
K. C. Weare mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5, yaitu:  
a) Konstitusi tertulis dan tidak tertulis  
Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang 
memiliki “kesakralan khusus” dalam proses perumusannya.  
Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas 
dasar adat-istiadat dari pada hukum tertulis dan tidak dituangkan 
dalam suatu dokumen. 
b) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid  
Konstitusi fleksibel adalah Konstitusi yang dapat diubah atau 
diamandemen tanpa adanya prosedur khusus. Dalam konstitusi 
fleksibel mempunyai ciri pokok yaitu: 
1) Elastis, dapat dengan mudah menyesuaikan dirinya. 
2) Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-
undang. 
Konstitusi kaku adalah konstitusi yang mempersyaratkan prosedur 
khusus untuk perubahan atau amandemennya. Dalam konstitusi rigid 
mempunyai ciri pokok yaitu 
1) Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi daripada 
peraturan perundang-undangan yang lain. 
2) Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. 
 
c) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi  
Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai kedudukan 
tertinggi dalam negara.  
Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai 
kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.  
Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan 
Bentuk ini berkaitan dengan bentuk negara, jika negara itu serikat 
maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah 
negara serikat dengan pemerintah negara bagian. 
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d) Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem 
pemerintahan parlementer  
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial : 
1) Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih 
2) Presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif 
3) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif 
dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. 
4) Disamping sebagai kepala Negara, Presiden juga sebagai kepala 
pemerintahan. 
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer 
1) Kabinet yang dipilih PM dibentuk atau berdasarkan ketentuan yang 
menguasai parlemen 
2) Para anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah anggota 
parlemen 
3) Kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen dan 
memerintahkan diadakannya pemilu. 
4) Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 
 
d. Nilai-nilai konstitusi 
Dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi suatu konstitusi yang 
tertulis (UUD) tidak berlaku secara sempurna karena salah satu atau 
beberapa pasalnya tidak berlaku secara efektif. Ketidakefektifan ini 
dipengaruhi olehtidak mempunyai konstitusi menyesuaikan dengan 
perkembangan praktek ketatanegaraan, selain itu juga dipengaruhi oleh 
pihak pemerintah yang melaksanakan undang-undang dasar itu. 
Sehubungan dengan hal tersebut Karl Lowenstein membuat tiga 
jenis penilaian sebagai berikut (Dasril Radjab, 2006:55-57): 
1) Nilai Normatif 
Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa 
dan bagi mereka konstitusi bukan saja berlaku di dalam arti hukum, 
tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan 
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efektif. Dengan begitu, konstitusi dapat dilaksanakan secara mutlak 
dan konsekuen. 
2) Nilai Nominal 
Konstitusi menurut hukum memang berlaku tetapi 
kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya 
konstitusi tertulis sering kali berbeda dengan yang dipraktekkan sebab 
sebagaimana telah diketahui konstitusi dapat berubah baik karena 
perubahan formil seperti yang tercantum dalam konstitusi itu maupun 
karena konvensi ketatanegaraan. 
3) Nilai Semantik 
Konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya 
hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan untuk 
melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi hanya sekadar istilah 
saja, sedangkan pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kepentingan 
penguasa. Contoh: UUD 1945 pada waktu orde Lama. 
 
e. Prinsip-prinsip Umum Perubahan Konstitusi 
1) Sistem Amandemen (Taufiqurrohman Syahuri,2004:43-46) 
Pengertian perubahan konstitusi dapat juga mencakup dua 
pengertian, yaitu: 
a) Amandemen Konstitusi (Constitutional Amandment) 
b) Pembaruan Konstitusi (Constitutional Reform) 
Namun demikian, secara khusus, apabila dilihat dari segi 
sistem atau bentuk perubahan konstitusi secara teori, istilah 
amandemen konstitusi memiliki makna tersendiri untuk 
membedakan dengan sistem perubahan konstitusi lain. Secara 
umum, sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah 
konstitusinya dapat digolongkan ke dalam dua sistem perubahan. 
Pertama, apabila suatu konstitusi diubah maka yang akan 
berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga 
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tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk 
kedalam kategori pembaruan konstitusi.  
 
Kedua, sistem perubahan konstitusi, dimana konstitusi yang 
asli tetap belaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut 
merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Dengan 
kata lain, bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian 
dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dan bagian 
konstitusi aslinya masih terkait. Keberlakuan konstitusi dengan 
sistem perubahan inipun masih didasarkan kepada saat berlakunya 
konstitusinya yang lama, sehingga nilai-nilai lama dalam konstitusi 
asli yang belum diubah masih tetap eksis. 
 
2) Jalur Yuridis dan Nonyuridis 
Secara garis besar, perubahan konstitusi dapat dilaksanakan melalui 
dua jalan yaitu: 
a) Jalan Yuridis Formal 
Perubahan konstitusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam 
konstitusi sendiri dan mungkin diatur dalam peraturan 
perundangan lain. 
b) Jalan Nonyuridis formal atau jalan politis 
Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi karena sebab 
tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya 
perubahan konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa 
perubahan konstitusi secara total atau sebagian saja sesuai dengan 
kebutuhannya. Perubahan konstitusi secara politis atau sebagai 
suatu kenyataan ini kalau berjalan dan dapat diterima oleh segala 
lapisan masyarakat, maka perubahan demikian secara yuridis 
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Kerangka pemikiran di atas mencoba untuk memberikan gambaran 
selengkapnya mengenai alur berpikir dalam menemukan jawaban dari 
permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai analisis dasar 
pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan penolakan pengajuan 
calon presiden independen. Diawali dengan hak politik/hak konstitusional warga 
negara/rakyat. Oleh rakyat, hak-hak tersebut dipercayakan kepada partai sebagai 
wadah penyalur aspirasi rakyat tetapi dalam realita yang ada partai politik telah 
menyalahgunakan kepercayaan. 
Dalam hal ini, terkait dengan hak rakyat untuk dipilih dalam pemilihan 
umum khususnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya 
dalam pencalonan Presiden secara perseorangan yang selama ini pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai 
Politik. Dari hal tersebut, berarti telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Psl 
28D (3), Psl 28I UUD 1945 yang menjelaskan setiap warga negara mempunyai 
kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam UUD 1945 
tersebut sebagai landasan dasar aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 
telah dimuat dalam Pasal 1(4), 8, 9,13(1) UU No 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berlakunya UU tersebut, 
akan menutup pintu pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara 
perseorangan. 
Oleh karena, adanya pihak yang dirugikan atas berlakunya UU No 42 
Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka 
diajukan uji materiil sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 
termuat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Penolakan uji materiil tersebut 
dengan pertimbangan bahwa didalam UUD 1945 belum tercantum pencalonan 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Judicial Review 
terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden  
 
Sebelum masuk kedalam substansi pokok, yaitu analisis terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi, penulis akan sedikit menguraikan kembali 
tentang wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, latar belakang 
dalam permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 
serta dictum Mahkamah Konstitusi. 
Dibawah ini akan disajikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-VI/2008 tentang judicial review terhadap Undang-Undang No. 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: 
 
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi 
Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum” 
  
Bahwa ketentuan pasal di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 
10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
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a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
c. Memutus pembubaran partai politik; dan 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.   
 
Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil ini adalah 
materi muatan Undang-Undang Pilpres terhadap UUD 1945, maka 
berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian 
materiil permohonan a quo. 
 
2. Alasan Permohonan Judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden 
 
a. Materi Muatan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden  Yang Diajukan Pengujian Materiil  
 
Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal dari UU No 42 Tahun 
2008 yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu: 
1) Pasal 1 ayat (4) UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, “Pasangan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, 
adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
telah memenuhi persyaratan”; 
2) Pasal 8 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden yang berbunyi, “Calon Presiden dan calon Wakil 
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Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik”; 
3) Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden yang berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang 
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota 
DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; 
4) Pasal 13 ayat (1) UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, “Bakal Pasangan Calon 
didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” 
 
b. Ayat, Pasal dan/atau Bagian UUD 1945 Yang Dianggap Dirugikan 
 
1) Pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;  
2) Pasal 6A ayat (1) berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”;  
3) Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, “Pasangan calon presiden dan wakil 
presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 
4) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”; 
5) Pasal 28C ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak memajukan 
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;  
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6) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi, 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum 
dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 
7) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi, 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan”; 
8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi, “Hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 
9) Pasal 28I ayat (5) berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak 
asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan”;  
 
c. Materi Muatan UU Pilpres Yang Bertentangan Dengan UUD 1945 
1) UUD 1945 Tidak Melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden Independen 
a) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berasal 
dari partai politik atau gabungan partai politik, atau disebut juga 
Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau 
independen, tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
b) Di dalam UUD 1945 memang tidak mengatur dan tidak 
menyebut mengenai Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden perseorangan atau independen. Namun bukan berarti 
tidak disebutnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
perseorangan atau independen membuat keberadaannya menjadi 
melanggar UUD 1945. Artinya, karena tidak disebut bukan 
berarti tidak boleh. Sebagai contoh, keberadaan wakil kepala 
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daerah entah itu wakil gubernur maupun wakil bupati, tidak 
disebutkan dalam UUD 1945. Namun, adanya jabatan-jabatan 
tersebut tidak membuat jabatannya dan undang-undang yang 
mengatur mengenai jabatan tersebut menjadi inkonstitusional. 
c) Sementara itu, UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan 
dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga negara berhak 
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 
membuka peluang dan memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi memilih atau 
menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. 
2) Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Bukan Penghalang Bagi 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan atau 
Independen 
a) Setelah mengkaji UUD 1945 dan menemukan bahwa UUD 1945 
menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi memilih atau 
menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada 
pengaturan yang eksplisit dalam UUD 1945 yang menyatakan 
Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau 
independen dilarang, maka pertanyaan yang harus dijawab 
selanjutnya adalah: apakah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
merupakan penghalang bagi hak warga negara untuk memilih 
dan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan 
atau independen?  
b) Menurut ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang 
menyatakan: 
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”; 
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Namun, ketentuan pasal tersebut bukan penghalang bagi 
keberadaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 
Artinya, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak 
dapat diartikan sebagai larangan untuk mengusulkan Pasangan 
Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar usulan Parpol atau 
gabungan Parpol. 
c) Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang merupakan pasal dalam 
konsitusi yang memberikan hak konstitusional kepada partai 
politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu, di samping jaminan hak 
konstitusional kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam 
pemerintahan dan hak-hak konstitusional lain yang diberikan 
kepada alat-alat negara seperti Pemerintah, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan 
dan sebagainya; 
d) Oleh karena itu, para Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan 
keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini dan tidak 
mempersoalkan hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 
kepada partai politik. Namun, para Pemohon berpendapat bahwa, 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan hak eksklusif 
kepada partai politik untuk menjadi satu-satunya saluran aspirasi 
warga negara di dalam demokrasi yang kemudian menjadi hak 
eksklusif partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden; 
e) Jadi, yang harus ditegaskan disini adalah, selain memang partai 
politik memiliki hak untuk mengusulkan Pasangan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden, namun hak tersebut tidak boleh 
menutup hak warga negara dan memang tidak dimaksudkan 
demikian. Apabila kemudian pelaksanaan hak partai tersebut 
menjadi eksklusif, dimonopoli menjadi satu-satunya jalur atau 
mekanisme mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden 
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dan menutup hak warga negara untuk mendapatkan persamaan 
kedudukan dalam pemerintahan, maka aturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan yang seperti itu telah 
melampaui maksud dari diberikannya hak ini kepada partai 
politik; 
f) Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan dan substansi 
permohonan para Pemohon, sekali lagi kami menegaskan bahwa 
para Pemohon tidak mempersoalkan hak partai politik untuk 
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
namun para Pemohon mempersoalkan aturan dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi objek perkara yang 
menutup hak para Pemohon untuk menjadi atau memilih 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selain dari yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
g) Dengan mempergunakan penafsiran holistik, penafsiran 
sistematis dan penafsiran holistik tematis-sistematis, yakni 
menafsirkan suatu ketentuan dengan memahaminya secara utuh, 
satu kesatuan, dan berkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam 
aturan tersebut, maka diperoleh pemahaman atas Pasal 6A ayat 
(2) UUD 1945 sebagai berikut: 
(1) Bahwa benar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak 
konstitusional bagi partai politik untuk mengajukan usulan 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum 
pelaksanaan Pemilu. Namun, hak konstitusional tersebut 
tidak menjadi hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki 
semata-mata oleh partai politik. Karena itu, Pasal 6A ayat (2) 
UUD 1945 merupakan preferensi bagi proses pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden. Karena namanya preferensi, 
maka pilihan atau kemungkinan lain di luar preferensi 
tersebut selayaknya masih terbuka; 
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(2) Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 
menunjukkan bahwa di samping hak Parpol untuk 
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
sebelum pelaksanaan Pemilu terdapat pula hak warga negara 
untuk memilih secara langsung [Pasal 6 ayat (1)], hak untuk 
memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan 
pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 
[Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], serta 
hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I 
ayat (2)]. Semuanya itu merupakan salah bentuk dari 
perwujudan kedaulatan ditangan rakyat [Pasal 1 ayat (2)]; 
(3) Penafsiran holistik, sistematis dan holistik tematis-sistematis 
terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini juga dapat 
dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan penafsiran 
makna pelaksanaan demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi 
dalam pasal tersebut. Dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-
V/2007, Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap frasa 
“secara demokratis” berarti juga membuka kesempatan bagi 
calon perseorangan. Dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 juncto Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 
1945, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu harus dipahami 
sebagai pasal yang tetap membuka peluang adanya calon 
perseorangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika 
kita menginginkan Pemilu tersebut berjalan secara 
demokratis; 
(4) Dengan kata lain, diberikannya hak Parpol untuk 
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
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sebelum pelaksanaan Pemilu oleh UUD 1945 tidak boleh 
lantas ditafsirkan dapat menutup hak lainnya di dalam 
konstitusi. Hak Parpol tersebut memiliki kedudukan yang 
sama dan seimbang dengan hak warga negara yang dijamin 
oleh UUD 1945. Sebagai konstitusi yang utuh maka pada 
hakikatnya suatu hak dalam UUD 1945 tidak boleh 
mengurangi atau bahkan menegasikan hak yang lain. Oleh 
karena kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama, maka 
“memberikan kesempatan warga negara untuk mengusulkan 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui 
Parpol (calon perseorangan atau independen)”, tidaklah 
bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, “menutup 
kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden tanpa melalui Parpol”, seperti yang 
dilakukan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, 
dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
adalah inkonstitusional; 
(5) Oleh karena itu, dengan mempergunakan penafsiran holistik, 
penafsiran sistematis dan penafsiran holistik tematis-
sistematis, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat dipahami 
bahwa hak partai untuk mengusulkan Pasangan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden tidak eksklusif, tidak menjadi 
satu-satunya milik partai dan tidak menjadi monopoli partai. 
Sehingga, Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menutup 
peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 
menempuh jalur ini; 
h) Selanjutnya, dengan mempergunakan penafsiran gramatikal, 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat pula dipahami sebagai pasal 
yang hanya mengatur soal “waktu”. Yakni, waktu bagi Parpol 
atau gabungan Parpol mengusulkan Pasangan Calon Presiden 
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dan Wakil Presiden adalah “sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum”. Karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut 
merupakan pasal yang mengatur secara deskriptif mengenai 
adanya hak partai politik dan secara imperatif mengatur soal 
waktu dilaksanakannya hak tersebut, maka Pasal 6A ayat (2) 
UUD 1945 tidak menyatakan dirinya sebagai pasal yang 
memberikan hak eksklusif bagi Parpol untuk mengusulkan 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 
i) Di samping itu, dalam menafsirkan semantik dari Pasal 6A ayat 
(2) UUD 1945, terdapat beberapa penafsiran. Apabila 
mengabungkan metode penafsiran sistematis di atas dengan 
penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif maka Pasal 6A 
ayat (2) UUD 1945 dipahami sebagai berikut: 
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [yang] diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum [dilakukan] sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 
ATAU 
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [dapat] diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 
ATAU 
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [dapat] diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum [dan dilakukan] sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 
Dan bukan sebagai berikut: 
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [hanya dapat] 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 




- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [harus] diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 
j) Dengan penafsiran ini, maka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
merupakan pasal yang menyatakan bahwa Parpol berhak 
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan 
apabila hal tersebut dilakukan harus sebelum Pemilu. Dengan 
konstruksi demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini tidak 
dimaksudkan untuk menempatkan usulan partai politik menjadi 
satu-satu mekanisme dan menutup segala kemungkinan lain 
termasuk pencalonan perseorangan atau independen di luar 
Parpol Dengan mempergunakan penafsiran teleologis dan 
penafsiran sosiologis yakni penafsiran yang memperhatikan 
tentang tujuan aturan perundang-undangan itu, dengan 
mengingat dan memperhatikan keadaan kebutuhan masyarakat 
serta mengikuti perubahan keadaan masyarakat dan 
perkembangan hukum dari masa ke masa, maka Pasal 6A ayat 
(2) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang tidak 
menghalangi kemungkinan adanya calon independen 
sebagaimana diuraikan berikut ini: 
(1) Bahwa calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, 
telah diakui, dilaksanakan, didukung dan diterima dengan 
baik oleh masyarakat dan hukum. Artinya, keberadaan calon 
non-partai telah menjadi norma yang diakui dan berlaku di 
masyarakat; 
(2) Perkembangan hukum yang dihasilkan oleh Putusan MK 
dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengabulkan 
permohonan untuk dimungkinkannya calon perseorangan di 
luar dari usulan Parpol atau gabungan Parpol dalam 
pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah melahirkan realitas 
baru dalam dinamika ketatanegaraan. Meskipun berbeda 
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objek dan dasar hukum konstitusinya, namun substansi dasar 
pemikiran adanya calon perseorangan atau calon independen 
melalui Putusan MK tersebut dapat digunakan dalam perkara 
ini; 
(3) Oleh karena itu, secara teleologis dengan mengikuti 
perkembangan hukum yang terjadi masyarakat telah 
menghendaki dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan 
atau independen. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 harus dibaca sesuai dengan keadaan saat ini dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat yakni harus tetap membuka 
kesempatan bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden untuk diusulkan di luar dari usulan Parpol atau 
gabungan Parpol 
3. Warga Negara Berhak Menjadi dan Memilih Calon Presiden dan 
Wakil Presiden Perseorangan atau Independen Karena UUD 1945 
Menjamin Persamaan Kedudukan di dalam Hukum dan 
Pemerintahan Tanpa Diskriminasi 
a) Bahwa para Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUD 
1945. Sebagai warga negara Indonesia jelas bahwa para 
Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 
termasuk dalam hal Pemilu. Pelaksanaan hak ini dijamin oleh 
UUD 1945 dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum jaminan atas kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk 
diskriminasi [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 
(3) serta Pasal 28I ayat (2)]. Segala pelaksanaan hak untuk 
berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal Pemilu 
ini dilakukan dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat 
[Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];  
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b) Dengan dasar pemikiran bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
bukanlah pasal yang dimaksudkan untuk memberi hak Parpol 
sebagai satu-satunya wujud partisipasi masyarakat dalam 
demokrasi, maka para Pemohon berhak untuk mewujudkan 
partisipasinya memilih dan menjadi Calon Presiden baik yang 
melalui usulan Parpol atau gabungan Parpol maupun yang 
melalui perseorangan atau independen 
 
B. Indikator Dalam Pertimbangan Materiil Toetsingrecht Dan Formil 
Toetsingrecht Oleh Hakim Konstitusi 
 
Peraturan adalah merupakan hukum yang bersifat in abstracto atau 
general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya 
adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoritik, istilah 
“perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) 
mempunyai pengertian yaitu peraturan perundang-undangan merupakan proses 
pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat 
pusat maupun ditingkat daerah (Ridwan HR, 2002: 99). 
 
Dalam “Stufen Bouw Theory” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 
dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar 
hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
tingkatannya. Apabila ternyata peraturan yang lebih rendah bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi 
hukum. 
 
Menurut Hans Kelsen, setiap norma itu mendasarkan validitasnya dari 
norma lain yang lebih tinggi, sehingga sampai pada norma dasar tertinggi yaitu 
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groundnorm. Sebagai norma tertinggi, groundnorm tersebut harus diterima 
sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. 
 
Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang hierarki peraturan 
perundang undangan dijelaskan tata urutan peraturan peundang-undangan 
sebagai berikut: 
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden 
e. Peraturan Daerah yang dibagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi, 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa  
 
Untuk mengetahui landasan hukum dalam melakukan hak uji materiil 
maupun hak uji formil suatu Undang-Undang diperiksa oleh majelis hakim 
konstitusi, maka dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa, 
kerugian yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus 
memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:  
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh 
berlakunya Undang-Undang yang telah diuji; 
c. Kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan actual atau 
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 
dapat diprediksikan akan terjadi; 
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 
konstitusional Pemohon dengan Undang-Undang; 
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 
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Dari pengertian hak uji dan landasan yuridis tentang hak uji peraturan 
perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka penulis berpendapat 
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden tersebut. 
 
Berdasarkan uraian singkat mengenai isi putusan Mahkamah 
Konstitusi di atas, dimana pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak 
seluruhnya permohonan dari pemohon I yaitu M. Fadjroel Rachman dkk, 
dengan mengajukan calon presiden independen yang dinyatakan 
inkonsttusional atau bertentangan dengan konstitusi, tetapi dengan 
memberikan jangka waktu pada pemilu 2014 dan sampai dibuatnya Undang-
Undang baru. 
 
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan 
putusan  judicial review terhadap Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 
Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Mahkamah berpendapat: 
1. Menyatakan para Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya 
permohonan a quo tidak dapat diterima; 
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 




C. Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Perkara Judicial Review UU 
No. 42 Tahun 2008 
 
Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar 
1. Isu utama dalam perkara a quo adalah apakah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 
9, dan Pasal 13 ayat (1) UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memberi ruang bagi perseorangan 
untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden selain melalui pengusulan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 
1945? 
2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas 
menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, 
dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak 
boleh ada ketentuan yang menghalang-halangi akses bagi seseorang yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki 
jabatan-jabatan publik, in casu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila 
ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau 
seseorang [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] dan melanggar prinsip kesamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 
3. Sementara itu, untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 
6 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan persyaratan utamanya, yaitu: 
a. harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya; 
b. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; 
c. tidak pernah mengkhianati negara; serta 
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
4. Lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden atas 
perintah Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang, in casu Pasal 5 UU 
No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 5 UU 
No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
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mengatur tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di 
dalamnya tidak ada ketentuan harus dari partai politik. Oleh karena itu, siapa 
pun warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 
1945 juncto Pasal 5 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden harus mendapat akses yang sama untuk dapat 
menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. 
5. Pasal 6A UUD 1945 bukanlah ketentuan yang mengatur mengenai 
persyaratan (requirement), melainkan mengenai cara atau prosedur 
pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa pun yang memenuhi 
persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang 
bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan/diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya seseorang bermaksud 
masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena ia 
membiayai diri sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. Oleh karena 
itu, prosedur semestinya tidak mengalahkan persyaratan. Partai politik atau 
gabungan partai politik hanyalah “kendaraan” atau “tempat pemberangkatan” 
(embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau 
dilalui. 
6. Tambahan pula, kalau terjadi perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan 
Wakil Presiden, yang menjadi “subjectum litis” bukanlah partai politik atau 
gabungan partai politik yang mengusungnya, melainkan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, jadi bersifat individual, 
bukan kolektif parpol pengusungnya. Simak ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf 
b UU MK, bahwa pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah 
pasangan calon, bukan partai politik pengusungnya. Demikian pula Pasal 201 
UU UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden menyatakan, “Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada 
Mahkamah Konstitusi ...” 
7. Dengan demikian, seharusnya perseorangan diberi ruang untuk mencalonkan 
diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai 
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politik atau gabungan partai politik. Aspirasi yang demikian juga pernah 
diusulkan oleh Komisi Konstitusi bentukan MPR dalam rekomendasinya 
tentang Perubahan UUD 1945 sbb.: “Komisi Konstitusi juga mengajukan usul 
revisi substansial terhadap Pasal 6A ayat (2) dengan menambah calon 
independen bagi calon Presiden, sehingga tidak dibatasi pada aspirasi partai 
politik (termasuk gabungan partai politik) melainkan juga calon-calon di luar 
partai politik. Dengan merumuskan pasal ini diharap perjuangan demokrasi 
partisipatorik dapat lebih terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan 
Indonesia” (vide Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi 
Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, halam 126). Memang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
seolah-olah telah menafikan calon perseorangan yang kemudian diderivasi 
dalam UU 42/2008, namun seharusnya aspirasi yang hidup perlu 
mendapatkan saluran, baik dengan maupun tanpa perubahan UUD 1945, 
khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 
8. Meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk 
Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat waktunya. Barangkali pada Pemilu 
tahun 2014 atau 2019 dapat diwujudkan, sehingga menurut pendapat saya 
Pasal-pasal UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian bersifat “conditionally 
constitutional” atau “conditionally unconstitutional”, dalam arti 
konstitusional atau tidak konstitusionalnya bersyarat, yaitu “konstitusional 
apabila memberi ruang bagi calon perseorangan” atau “tidak konstitusional 
apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan”. 
 
Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan 
 
Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU 
42/2008, pada hakikatnya adalah menyangkut konstitusionalitas norma-norma a 
quo yang tidak memungkinkan calon perseorangan atau calon independen tanpa 
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melalui mekanisme partai politik. Uji konstitusionalitas dilakukan dengan 
merujuk pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D 
ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebelum memberikan penilaian atau 
pengujian terhadap pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon, kami perlu 
mengemukakan kembali pendirian kami tentang penafsiran konstitusi dan 
terjadinya perubahan UUD 1945 secara parsial dalam kurun waktu yang berbeda 
dengan konteks yang berbeda, dan juga yang berdampak pada pemaknaan pasal-
pasal UUD 1945 secara individual yang boleh jadi tidak sesuai dengan pasal-pasal 
UUD 1945 lainya, serta juga tidak sesuai dengan spirit dan jiwa konstitusi secara 
keseluruhan. Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang 
melakukan tugasnya dalam situasi demikian, harus melakukan harmonisasi 
menyeluruh melalui interpretasi yang selayaknya sehingga UUD 1945 dengan 
empat kali perubahannya memenuhi asas the unity of constitution, sehingga UUD 
1945 merupakan pokok-pokok pikiran atau konsepsi dan dokumen tunggal yang 
utuh (coherrent), dan perubahan pasal-pasal dalam waktu yang berbeda, tidak 
mengabaikan norma-norma konstitusi yang membentuk hak-hak konstitusional 
dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, yang justru menjadi 
kewajiban konstitusional Negara dan Pemerintah untuk melindungi, menjamin, 
dan memenuhinya (obligation to protect, to promote, to guarantee and to fulfill) 
sebagaimana jelas disebutkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 
 
Pasal 6A ayat (2) diadopsi sebagai bagian dari UUD 1945 dalam 
perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang menurut Pemerintah, sebagai 
mana termuat dalam kesimpulannya, adalah mengatur hak konstitusional partai 
untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan 
mengatur hak perseorangan. Sementara itu gagasan calon perseorangan atau 
independen, menurut Pemerintah, dalam keterangan tertulis yang diberikan 
kepada Mahkamah adalah paham individualisme, padahal Indonesia menganut 
paham kolektivisme. Dilain pihak, konstitusionalisasi secara komprehensif hak-
hak asasi manusia yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999, yang kemudian dimuat dalam Bab XA UUD 1945, dilakukan melalui 
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perubahan kedua pada tahun 2000, berbicara mengenai “hak dan kebebasan setiap 
orang”; 
 
Perbedaan masa perubahan UUD 1945 dalam dua topik konstitusi 
demikian, dapat dipastikan membawa implikasi tersendiri dalam pemaknaannya, 
agar serasi dan harmonis satu dengan yang lain serta dengan keseluruhan UUD 
1945 sebagai sesuatu yang utuh (the unity of the constitution). Sebagaimana telah 
kami kemukakan sebelumnya dalam perkara lain, tidak satupun pasal UUD 1945 
dapat ditarik secara individual dari UUD 1945 yang utuh, dan memberi makna 
terhadapnya secara tersendiri, lepas dari pasal-pasal lain maupun lepas dari jiwa, 
semangat, rechtsidee dan staatsidee yang dikandung secara utuh dalam UUD 
1945 tersebut. Paradigma keutuhan konstitusi itulah juga yang turut membimbing 
Mahkamah memberi makna terhadap bunyi pasal UUD 1945; 
 
Sebelum memberi pendapat tentang masalah pokok dalam perkara a quo, 
sangat perlu dipastikan apakah sistem bernegara kita memang benar menganut 
paham kollektivisme sebagaimana dikemukakan Pemerintah dalam 
keterangannya, dan jikalau itu benar apakah hak-hak orang perorang dalam UUD 
1945 tidak diakui dan dilindungi. Dalam perdebatan BPUPKI ketika membahas 
Pembukaan UUD bagi Indonesia Merdeka, penolakan terhadap paham aliran 
pikiran perseorangan, yang kemudian dalam pidato Soepomo dikatakan, para 
pendiri Republik menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima serta 
menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan, yaitu bahwa negara kita bersifat 
kekeluargaan, yang kemudian secara spesifik dikatakan sebagai negara 
integralistik. Dalam perdebatan lanjutan, juga dicatat adanya pendapat yang ingin 
memasukkan hak-hak asasi manusia dalam UUD yang akan dibentuk, dan 
menyatakan perlunya hak-hak asasi tersebut dijamin, sehingga tidak ada ketakutan 
bagi warga negara misalnya untuk mengemukakan pendapat. Dari perdebatan dan 
rumusan yang kemudian diterima, meskipun Negara yang dibentuk tidak 
menganut paham individualisme, akan tetapi negara tidak mengesampingkan hak-
hak individu atau perorangan dalam kehidupan yang dikatakan integralistik atau 
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kekeluargaan tersebut, melainkan dijamin, meskipun tidak dimuat secara lengkap 
dalam UUD yang dibentuk. Supomo memberi gambaran bahwa: “Dalam sistem 
kekeluargaan sikap warganegara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak-
hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai 
anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia. Bagaimanakah kedudukan saya 
sebagai anggota keluarga darah... Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan 
oleh kita semua (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, sebagaimana dikutip Naskah 
Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi, 2008, hal 23). Penolakan Hatta yang keras meminta supaya aturan 
kemerdekaan warga negara dimasukkan kedalam UUD dengan seluas-luasnya, 
dan menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya karena 
hal ini menyangkut hak rakyat. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa: ”Kalau 
hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan dari pada grondwet; 
grondwettelijk fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya 
buat rakyat yang menantikan hak daripada republik (Risalah Sidang BPUPKI dan 
PPKI, sebagaimana dikutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 24); 
 
Dalam perubahan kedua UUD 1945 2000, ketika Bab XA diterima, 
pendirian tentang kebutuhan untuk mengatur secara rinci Hak Asasi Manusia, 
sangat memperhatikan pandangan bahwa HAM merupakan muatan setiap UUD 
modern, dan dikatakan bahwa dalam paham konstitusionalisme, konstitusi adalah 
membatasi kekuasaan pemerintahan dalam rangka memberikan jaminan bagi hak-
hak warga negaranya. Oleh karenanya jikalaupun gagasan negara integralistik 
pernah dikemukakan dan dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan masa lalu, 
maka juga tidaklah pernah dimaksudkan sebagai paham kolektif integralistik yang 
mengesampingkan hak dan kebebasan individu. Pengalaman empiris Indonesia 
yang ternyata kemudian memandang bahwa paham integralistik tersebut tidak 
sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, telah ditegaskan dalam perubahan UUD 
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yang mengadopsi sistem hak-hak asasi manusia secara komprehensif, yang juga 
bersesuaian dengan sistem HAM yang berlaku secara universal. Oleh karena itu 
tidaklah relevan argumentasi yang menyatakan Negara Republik Indonesia 
menganut paham kolektivisme dan karenanya menolak sistem hak asasi manusia 
karena merupakan paham individualisme, karena hak asasi yang dilindungi 
konstitusi tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasan 
negara dan Pemerintah, sehingga kolektivisme masyarakat Indonesia dan 
individu-individu warga negara yang memiliki hak dan kebebasannya, tidak 
dilihat dalam pertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. 
Terlebih-lebih setelah perubahan UUD 1945 dan ratifikasi instrumen-instrumen 
HAM yang dihasilkan oleh PBB, hak asasi manusia dalam sistem hukum dan 
konstitusi negara modern, merupakan prinsip yang berlaku secara universal, 
dengan mana pengakuan orang perorang (individu) dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dipertentangkan satu sama lain, 
akan tetapi saling melengkapi. Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu 
argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia 
sebagai fundamental rights yang merupakan bagian relevan dalam UUD 1945, 
yang perlu untuk dipahami dan memaknai pasal-pasal nya secara holistik, dan 
bukan secara individual terlepas satu dari yang lain. Pasal 6A ayat (2) berbunyi: 
”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”. 
Memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka 
peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang 
sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan 
konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa 
prinsip atau asas-asas. Materi muatan konstitusi selayaknya hanya menyangkut 
tiga kategori, yaitu, pertama perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua, 
susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan ketiga, pembagian dan pembatasan 
tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar (Sri Sumantri, dalam 
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Buku VIII hal. 130). Muatan materi 
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yang diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 bersama-sama dengan ayat (2) kemudian 
dalam ketentuan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden sebagaimana ditemukan dalam Pasal 8, sesungguhnya sama 
sebangun, meskipun dengan variasi kecil, sehingga berbunyi: ”Calon Presiden dan 
calon Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik”. Oleh karenanya sepintas lalu dengan penafsiran tekstual 
individual terhadap Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, maka secara mudah dapat 
dikatakan tidak ada pertentangan Pasal 8 UU 42/2008 dan pasal-pasal lain yang 
berkaitan, berkenaan dengan frasa “diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 
Partai Politik” dengan mengatakan bahwa Pasal 8 dan pasal-pasal lain yang 
berkaitan hanya menyalin bunyi Pasal 6A ayat (2) tersebut. Akan tetapi penafsiran 
demikian tampak jelas telah mengabaikan doktrin “the unity of constitution”, yang 
harus membaca Pasal 6A ayat (2) tersebut dalam hubungan dengan keseluruhan 
batang tubuh dan pembukaan UUD 1945 tersebut, untuk dapat menemukan makna 
sesungguhnya dari pasal a quo. Jika tidak demikian maka tafsir semacam itu, pasti 
akan membawa kesesatan yang mendasar, yang seolah-olah perubahan UUD yang 
bertahap dan parsial terlepas satu dari yang lain, dan tidak menjadi masalah yang 
membawa konsekuensi terhadap keutuhan UUD 1945 sebagai satu staatsidee dan 
rechtsidee dan dilihat hanya secara pragmatis belaka dengan tafsir tekstual yang 
berdiri sendiri lepas dari pasal-pasal lainya tidak dalam satu sistem. Apalagi 
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah Partai Politik, 
melainkan Pasangan Calon secara perseorangan seperti halnya Pemilihan DPD, 
dan Partai Politik hanya merupakan peserta dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPR, dan DPRD [Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4)]; 
 
Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, yang diadopsi dalam 
perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, harus dibaca dalam satu sistem 
dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan pasal-pasal dalam Bab 
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XA tentang hak-hak dasar yang diadopsi pada perubahan kedua pada tahun 2000, 
yang dapat menjadi jaminan bagi kedaulatan yang dimiliki rakyat melalui hak 
dasar yang disebutkan antara lain hak memilih dan dipilih dalam rangka 
keikutsertaan dalam pemerintahan untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa 
dan negara dalam perlakuan yang sama atau non-diskriminatif. Negara demokrasi 
yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang warga 
negara dalam partisipasi untuk turut menentukan arah kebijakan pemerintahan 
demi mewujudkan tujuan bernegara yang digariskan, dengan hak memilih dan 
dipilih untuk jabatan publik seperti Presiden/Wakil Presiden. 
 
Terlepas dari bunyi Pasal 6A secara harfiah yang dimaksudkan untuk 
memberi hak konstitusional pada Partai Politik untuk mengusulkan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, dilihat secara kesisteman 
dalam konstitusi yang utuh dimana hak perorangan dijamin dan dilindungi oleh 
konstitusi yang sama, maka hak konstitusional Partai Politik yang disebut 
Pemerintah dikandung oleh Pasal 6A ayat (2) tidaklah bermaksud untuk 
meniadakan hak-hak dasar yang disebut dalam Bab XA disebutkan dimiliki dan 
dijamin terhadap setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, dan 
diperlakukan secara sama, baik mereka yang berpartai politik dan diusulkan oleh 
Partai Politik maupun yang tidak berpartai politik [Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 
28I ayat (2) UUD 1945]. Kalaupun benar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan 
hak konstitusional partai politik, maka hak yang demikian hanyalah merupakan 
derivasi dari hak-hak dasar warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, 
yang diorganisir melalui partai politik, yang merupakan perwujudan hak untuk 
berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan memajukan dirinya 
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya [Pasal 28, 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I 
ayat (2)]. Tafsir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengesampingkan pasal-pasal 
UUD yang disebut di atas, pasti menggambarkan kerancuan berpikir yang tidak 
logis dalam paham konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara. 
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Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007, yang membuka calon 
perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), merupakan 
rujukan yang sangat relevan bagi tafsir Pasal 6A ayat (2) tersebut, meskipun oleh 
Pemerintah dan DPR serta para ahli disangkal sebagai berbeda, dengan alasan bab 
Pemilukada berada dalam rezim Pemerintahan Daerah, sedang Pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden berada dalam rezim Pemilihan Umum. Kami tidak 
sependapat dengan argumen demikian, karena dilihat dari kategori pimpinan 
eksekutif negara, kedua-duanya dalam kategori yang sama. Apalagi Pasal 22E 
UUD 1945 adalah hasil perubahan ketiga pada bulan Juni, sedangkan Pasal 18 
ayat (4) merupakan hasil perubahan kedua pada tahun 2000 yang masih 
dipengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mulai berlaku tahun 2001. Tidak terdapat alasan mendasar untuk 
membedakan sifat keterpilihan (electability) Presiden sebagai pimpinan eksekutif 
nasional, dengan kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif lokal. Sehingga oleh 
karenanya, perkembangan pemikiran dan kesadaran konstitusi yang diserap dalam 
dalam putusan tersebut merupakan variabel yang sangat relevan sebagai rujukan 
dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut. Mahkamah menuliskan 
pandangannya sebagai berikut: 
“Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada sebagaimana dipraktikkan di 
Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang 
telah menimbulkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang 
telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni 
dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada...”. 
“...bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat 
yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi..., sehingga 
adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar 
parpol secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah”; 
 
Kami secara konsisten berpendapat bahwa perkembangan pandangan dan 
kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat tentang pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden, sebagaimana digambarkan oleh survei yang dilakukan oleh ahli 
Pemohon yang turut menjadi bagian bukti perkara ini, telah semakin menegaskan 
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bahwa dimungkinkannya calon perseorangan atau independen yang tidak hanya 
melalui jalur partai politik, dipandang sebagai pandangan yang hidup dan menjadi 
aspirasi rakyat, dimana mayoritas warga masyarakat menganggap setiap warga 
mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dan pencalonan hanya 
melalui partai politik dianggap mengurangi dan membatasi hak politik warga 
negara. Perkembangan kesadaran baru demikian yang justru tumbuh di dalam 
masyarakat dan diantara warga negara sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat 
dikesampingkan demikian saja oleh penafsir konstitusi sebagai konteks riil di 
mana UUD 1945, memperoleh tempat berpijak dan bersumber. Oleh karenanya, 
penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) tersebut dilihat dari keseluruhan sistem UUD 
1945 dalam tahap perubahan yang berbeda, dan kesadaran konstitusional dan 
aspirasi yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, yang turut berperan 
menentukan makna pasal tersebut secara konstektual dalam masyarakat Indonesia 
yang sedang dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di bawah UUD 
1945, tidak menutup jalur pengusulan Pasangan Calon Presiden di luar Partai 
Politik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik, adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam 
mengembangkan kehidupan demokrasi, dan wujud partisipasi masyarakat yang 
lain dalam demokrasi di luar partai politik, adalah dengan membuka pencalonan 
secara perseorangan atau independen. Dan yang dimaksud dengan “perorangan“ 
termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sehingga tidaklah 
selalu diartikan secara individual dan dengan mengabaikan pengorganisasian 
kepentingan yang berada di luar jalur partai politik. 
 
Berdasarkan penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) sebagai norma konstitusi 
yang menjadi sumber legitimasi pengaturan Pasal 8 dan pasal-pasal lain 
berkenaan dengan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
tidak hanya oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 
diutarakan di atas, maka Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden, seyogianya oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 
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1945, jika ditafsirkan menutup jalur pengusulan secara perseorangan atau 
independen, di luar jalur pengusulan partai politik atau gabungan partai politik 
(conditionally unconstitutional). Pengesampingan hak-hak dasar warga negara 
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden dan 
Wakil Presiden secara perseorangan atau independen, dengan pembatasan yang 
menjadi substansi Pasal 8 dan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang N0. 42 
Tahun 2008, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas proporsionalitas, 
yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan 
dijamin dalam UUD 1945. 
Akan tetapi seperti halnya pembukaan jalur perseorangan bagi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Putusan Nomor 05/PUU-V/2007, 
maka seandainyapun Putusan Mahkamah dalam perkara a quo mengabulkan 
permohonan Pemohon, putusan demikian membutuhkan implementasi berupa 
revisi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden tersebut, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang layak bagi prosedur 
calon perseorangan atau independen yang seimbang dan setara dengan syarat bagi 
calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga 
tercapai keadilan secara rasional. Karena alasan yang demikian, seandainyapun 
pendapat berbeda ini menjadi putusan Mahkamah, maka tidak rasional pula untuk 
memperlakukannya dalam Pemilu 2009, melainkan harus memberi waktu 
penyesuaian sampai pemilihan umum berikut pada tahun 2014.  
 
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar 
 
Bahwa Pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 
13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D 
ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menurut Pemohon pasal a quo 
telah menutup ruang bagi seseorang warga negara untuk menjadi calon 
perseorangan Presiden dan Wakil Presiden; 
Bahwa terjadinya perubahan pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dalam 
tenggang waktu yang berbeda, dan dalam kontek persoalan yang berbeda pula, 
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sehingga perubahan demikian telah mengakibatkan pemaknaan pasal di dalam 
UUD 1945 antara pasal satu sama lain menjadi berbeda, misalnya dalam 
pemilihan Presdien diatur Pasal 6A UUD 1945, dan pemilihan Gubernur, dan 
Bupati/Walikota diatur Pasal 18 ayat (4) 1945, padahal kedua pasal tersebut 
mengatur tentang cara dan prosedur dalam rekruitmen jabatan publik walaupun 
dalam level yang berbeda, namun keduanya juga melakukan proses elektabilitas 
dimana dalam pemilihan kepala daerah yang sebelumnya hanya dilakukan atas 
usul partai politik kemudian dimungkinkan juga adanya calon perseorangan. 
Dalam posisi yang demikianlah menurut saya peran Mahkamah Konstitusi 
sebagai penafsir konstitusi justru menjadi penting agar spirit, jiwa dan moralitas 
konstitusi tetap terjaga dalam menata bangunan konstitusi yang tidak hanya 
memaknai konstitusi dari makna tekstualnya saja tetapi juga harus dibaca dalam 
konteks kekinian; 
 
Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan bahwa kewenangan memilih 
Presiden dan Wakil Presiden diserahkan sepenuhnya kepada MPR [Pasal 6 ayat 
(2)]. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden demikian, telah 5 kali dipraktikkan dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menurut hemat saya pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan melalui MPR sesungguhnya para Calon 
Presiden/Wakil Presiden tersebut merupakan calon ”perseorangan”. Setelah 
perubahan ketiga UUD 1945 (Pasal 6A) pemilihan Presiden dan Wakil dilakukan 
secara langsung, sehingga perubahan tersebut telah mengganti sistem pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden sebagaimana tersebut di atas menjadi pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dimana dalam mekanisme pengusulan 
Pasangan Calon memberikan hak monopoli kepada partai politik dan gabungan 
partai politik. Dalam perumusan UUD 1945 yang diamandemen oleh PAH I MPR 
mengenai calon perseorangan telah menjadi perdebatan yang intens dengan calon 
melalui Parpol atau gabungan Parpol, yaitu ”Selama pembahasan ketentuan 
Pilpres ini MPR menghadapi pilihan, untuk cara pemilhan terdapat gagasan 
pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh MPR. Untuk pencalonan 
terdapat gagasan pencalonan oleh Parpol/gabungan Parpol dan gagasan 
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pencalonan calon indenpenden” (Jakob Tobing, PANCASILA DAN UUD 1945, 
REPLEKSI ATAS PENYELANGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN 
MENURUT UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN); 
Merujuk pada keterangan di atas, maka menurut saya bahwa ”Konstitusi 
harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi itu dimaksudkan untuk diterapkan 
terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga atau 
diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu 
tetap dari waktu ke waktu. (Sir Antony Mason, Interpreting constitution: Theories 
principles and constitution); 
 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ”Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Jika ditafsirkan 
teks pasal tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorikal dan imperatif yang 
menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat 
normanya merupakan materi muatan suatu Undang-Undang. Padahal di dalam 
merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian, yaitu: ”Hanya memasukkan prinsip-prinsip esensial saja, karena dengan 
demikian dapat dihindari terbentuknya ketentuan-ketentuan yang bersifat 
permanen dan tidak dapat diubah-ubah yang mungkin akan sulit 
mengakomodasikan dirinya dengan perkembangan masa dan kejadian dalam 
masyatakat; dan menggunakan bahasa yang sederhana dan akurat”. (Kammen, 
Michael A. Vehicle of life, Sep. 1987); 
 
Demikian juga Pasal 6A UUD 1945 adalah pasal yang mengatur mengenai 
cara dan prosedur untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat 
mendiskriminasikan seseorang warga negara untuk menjadi Calon Presiden dan 
Wakil Presiden, oleh karena prinsip tersebut telah melanggar hak setiap warga 
negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di dalam 
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian setiap warga negara yang 
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memenuhi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 harus mendapat kesempatan yang sama 
untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui partai politik maupun 
calon perseorangan; 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat bahwa Pasal 1 
angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan 
pengujian adalah conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat yaitu 
dengan mempertimbangkan agenda nasional pelaksanaan Pilpres tahun 2009 yang 
sudah sangat dekat, maka pemberian ruang bagi Calon Presiden perseorangan 
harus diakomodir dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dilaksanakan pada Pilpres tahun 2014. 
 
D. AMAR PUTUSAN 
Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4316); 
Mengadili, 
Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon 
II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, 
Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai 
Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya. 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 
dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas 
bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 
delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. 
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria 
Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. 
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Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, 
dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 
oleh Pemohon I, Pemohon II/kuasanya, para Pemohon III/kuasanya, 




Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti bahwa rakyat ikut 
berperan aktif dalam pengambilan kebijakan ketatanegaraan. Dalam sistem 
ketatanegaraan yang demokratis, pemilu merupakan perwujudan instrumen 
penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yaitu dengan terbentuknya 
masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, memiliki kebebasan pendapat dan 
mendapatkan akses hak-hak politik sebagai warga negara. Oleh karena itu, dalam 
pemilu khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tidak terlepas dari ajaran 
kedaulatan rakyat yang sudah melekat dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 
1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang 
Dasar”. Dari pasal tersebut dapat dianalogikan bahwa rakyat ikut berperan aktif 
dalam menentukan kebijakan negara dan negara tidak boleh membatasi hak-hak 
politik rakyat untuk mengajukan calon presiden secara independen (perseorangan) 
dan secara kasat mata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) 
UUD 1945.  
Selain itu, kita merujuk pada pasal 6A ayat (2) yang menyatakan: 
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum” 
Dalam memaknai menimbulkan penafsiran ganda yaitu 
1. Pasangan calon presiden dan wakil Presiden diajukan melalui partai politik 
atau gabungan partai politik 
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2. Dalam pasal ini tidak tersirat bahwa larangan rakyat terhadap pengajuan 
calon Presiden dan Wakil Presiden secara perseorangan. 
Untuk selanjutnya dalam Pasal 9 yang menyatakan: 
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu 
anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. 
 
Dari pasal tersebut dapat berarti secara tidak langsung mengandung 
pengertian bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat 
dilakukan oleh partai-partai besar yang dapat memenuhi kuota kursi 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 
persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR dan sekaligus 
membatasi aspirasi rakyat yang diberikan melalui partai-partai kecil. Dengan 
persyaratan adanya kuota tersebut maka partai-partai besar warisan orde baru 
telah memonopoli hak konstitusional partai kecil dan rakyat. Andaikan partai-
partai kecil berkoalisipun tidak akan dapat memenuhi kriteria kuota tersebut. 
Persyaratan pasangan calon dengan kuota yang tertuang dalam pasal 9 UU No 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dirasa terlalu 
berat sehingga akan menutup pintu pencalonan presiden dan wakil presiden bagi 
peserta pemilu yang lain yang ingin ikut serta calon presiden dan wakil presiden. 
Disisi lain, pengaturan kuota tersebut dinilai telah bertentangan dengan 
Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945  
Pasal 27 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya” 
 
Pasal 28D ayat (1) 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan 




Pasal 28D ayat (3) 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan” 
Dengan ketentuan pasal 27 yang dikaitkan dengan pasal 9 UU No 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berarti 
pemerintah telah melanggar hak warga negaranya yang berupaya tidak 
memberikan kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan kepada 
tiap-tiap warga negara yang ingin berperan aktif dalam pencalonan presiden dan 
wakil presiden. Apalagi pencalonan melalui calon independen non partai sudah 
tertutup rapat, tidak ada celah sedikitpun. 
 
Demikian halnya, dengan pasal 28D ayat (1) telah jelas pemerintah telah 
melanggar hak asasi manusia tiap-tiap warga negaranya dengan tidak memberikan 
perlakuan sama di hadapan hukum. Padahal, pemerintah sebagai penyelenggara 
negara haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apalagi setelah adanya 
Putusan MK Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon kepala daerah secara 
perseorangan berarti telah melahirkan suatu hukum baru dalam konstitusi 
Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut sekiranya dapat dijadikan landasan 
hukum untuk diterapkan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila calon 
kepala daerah secara perseorangan dapat diterapkan tetapi dalam pemilu  Presiden 
dan Wakil Presiden calon perseorangan tidak dapat diterapkan maka akan terjadi 
ketidakpastian hukum. Dengan begitu telah melanggar asas negara hukum 
(equality before the law) bahwa seluruh warga negara kedudukannya sama dalam 
hukum sehingga dengan adanya undang-undang pilpres tersebut tidak dapat 
menghalangi pengajuan calon presiden secara independen yang berarti pemerintah 
telah bertindak diskriminatif. 
Berdasarkan pasal 28D ayat (3) yang dikaitkan dengan Pasal 9 UU No 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah jelas 
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan ketentuan Pasal 9 berarti pemerintah 
telah memperlakukan warga negaranya untuk mendapatkan kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan dengan kata lain telah menutup hak-hak warga negara 
untuk dipilih dalam pemilu dan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena 
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tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU No 42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  
Menurut Hans Kelsen dalam Stufen Bouw Theory, dikatakan bahwa setiap 
peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang 
lebih tinggi tingkatannya. Didalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan 
denganUUD. 
Setelah kita mengulas calon presiden independen yang kaitannya dengan 
peraturan perundang-undangan maka untuk selanjutnya penulis akan menjabarkan 
calon presiden independen yang ditinaju dari perspektif HAM. Hak Asasi 
Manusia merupakan suatu hak yang paling mendasar yang diberikan oleh Tuhan 
sehingga siapa pun orangnya dan negara sekali pun tidak boleh mengekang dan 
melanggar hak asasi tersebut (dalam hal ini hak asasi adalah hak untuk dipilih dan 
hak untuk memilih). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk 
menolak terhadap pencalonan presiden melalui jalur non partai berarti telah 
menutup dan mengekang hak warga negara untuk dipilih. Padahal, Indonesia 
adalah negara hukum yang mempunyai salah satu cirinya yaitu perlindungan 
terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28I ayat(5) UUD 1945 yang 
berbunyi: 
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan” 
Dengan menutup pengajuan calon presiden independen maka pemerintah 
telah melanggar dan merampas hak asasi warga negara yaitu hak untuk dipilih. 
Padahal seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hak 
asasi warga negara. Memang negara diberikan untuk mengatur pelaksanaan Hak 
Asasi Manusia tetapi tidak harus menutup hak asasi untuk berpartisipasi dalam 
pemilu. 
Kelebihan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara independen 
yaitu (http://pshk.law.uii.ac.id/images/pdf/urgensi%20calon%20independen.pdf 
diakses jumat 6 nopember 2009 jam 7.30): 
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1) Membebaskan Calon terpilih dari Jerat Konsesi Parpol 
Salah satu kelebihan pemilihan langsung adalah kandidat terpilih 
tidak perlu terikat pada konsesi parpol atau faksi-faksi politik yang 
memilihnya. Ini diperlukan agar kandidat terpilih dapat berdiri di atas 
setiap kepentingan dan mampu menjembatani berbagai kepentingan 
tersebut. Dalam konteks pilpres misalnya, apabila presiden terpilih tidak 
dapat mengatasi kepentingan-kepentingan parpol, maka kabinet yang 
dibentuk cenderung merupakan kabinet koalisi parpol dan bukan kabinet 
kerja. Padahal pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, yang kita 
perlukan adalah kabinet kerja. 
Syarat otonomi kekuasaan eksekutif tersebut bila dikaitkan dengan 
kebutuhan sistem pemerintahan presidensial juga relevan, karena akan 
menciptakan cheks and balances antara eksekutif dan parlemen. Sebab 
memang dalam sistem presidensiil, kekuasaan antara eksekutif dan 
parlemen berada dalam posisi seimbang/sejajar. 
Namun, sesungguhnya untuk mewujudkan kemandirian eksekutif 
dan bebas dari konsesi parpol, sebenarnya tidak cukup hanya dengan 
pemilihan langsung, tetapi lebih dari itu proses kontestasi kandidat dari 
awal juga harus di-drive agar kandidat tidak harus memakai parpol sebagai 
kendaraan politiknya. Sebab walaupun dipilih secara langsung, tetapi 
proses pencalonan masih wajib dan mutlak melalui parpol, maka sang 
calon tetap akan merasa berhutang politik terhadap parpol sebagai 
kendaraan yang mengusungnya. 
 
2) Mengamputasi Praktik Money Politics dalam Pengajuan Kandidat 
Gagasan demokrasi langsung dalam memilih pemimpin politik dari 
perspektif antikorupsi sejatinya guna menghindari jual beli suara di 
parlemen, selain guna meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas publik 
mereka. Bentuk politik uang tergantung dengan sistem pemilu yang 
diterapkan. Ada empat moda korupsi pemilu yang bertemali dengan politik 
uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), 
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manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan 
perolehan suara (administrative electoral corruption). 
Dalam konteks pemilihan langsung, praktik beli suara hampir tidak 
efektif, karena skalanya yang amat luas, sehingga pembelian suara dalam 
jumlah besar tidak akan menjamin adanya loyalitas pemilih yang dibeli. 
Berbeda tentunya dengan politik uang di Parlemen dengan jumlah pemilih 
yang kecil dan relatif homogen akan lebih aman, mudah, dan murah. 
 
3) Sebagai Substitusi Kekecewaan Rakyat terhadap Calon Pilihan Parpol 
Faktor tersebut menancapkan kekecewaan tersendiri bagi rakyat 
terhadap elit-elit parpol. Akibatnya, pada pemilu 2004 sebagai pemilu 
kedua pasca reformasi, angka partisipasi rakyat/pemilih mengalami 
penurunan menjadi 84 persen, Penurunan angka partisipasi tersebut 
kemudian terus meluas dalam Pilpres, dimana pada pemilihan Presiden 
putaran pertama tercatat angka 78 persen partisipasi pemilih dan menurun 
lagi dalam pilpres putaran kedua yang hanya menyentuh 75 persen. 
 
Kelemahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara independen 
antara lain (http://orasi-bebas.blogspot.com/2008/08/calon-presiden-
independen.html diakses tgl kamis 4 februari 2010 jam 14.58): 
1) Calon independen harus bekerja lebih keras diakibatnya tidak adanya suatu 
institusi yang dapat mendukung mereka. Para calon independen praktis 
bekerja sendiri untuk memenangkan dirinya tanpa bantuan partai politik 
karena memang calon tersebut tidak didukung partai politik. 
2) Jika nantinya terpilih, calon independen akan sulit menjalankan roda 
pemerintahan karena terbukanya peluang bagi DPR yang merupakan 
kumpulan anggota partai politik untuk menjegal kebikan-kebijakan 
pemerintah. Hal ini diakibatkan tidak adanya partai politik yang 
mendukung pemerintah di DPR. 
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3) Calon independen akan kesulitan dalam bersaing dengan calon-calon dari 
partai politik terutama partai politik besar yang sdah jelas telah memiliki 
banyak pengalaman dalam pemilihan Presiden. 
4) Jika calon independen terpilih menjadi Presiden nantinya sangat 
dimungkinkan lemahnya kontrol terhadap presiden. Hal ini dikarenakan 
Presiden tersebut bukanlah orang atau anggota partai sehingga partai-
partai tidak lagi dapat melakukan kontrol secara langsung. Partai hanya 































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 
pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis 
menyimpulkan sebagai berikut: 
Para Hakim Mahkamah Konstitusi memakai landasan Pasal 1 ayat (4), Pasal 
8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 
(2), Pasal 6A ayat (1), dan ayat (3) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 
UUD 1945 yang disertai dengan menganalogikan dengan beberapa pendapat ahli 
hukum tata negara serta dengan memperhatikan perkembangan hukum yang terjadi 
di masyarakat (calon presiden independen tersebut merupakan aspirasi rakyat yang 
harus diperhatikan oleh para pemegang kedaultan rakyat untuk diagendakan dalam 
pemilu selanjutnya). 
Selain itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara maka calon 
perseorangan melalui jalur non-partai harus diberikan ruang karena dapat 
bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang sudah tercantum dalam UUD 
1945. 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas, penulis hendak menyampaikan saran sebagai bahan 
pertimbangan untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara 
independen sebagai berikut:  
1. Dengan mengamati perkembangan hukum dalam masyarakat melalui 
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007 yang membawa 
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lahirnya hukum baru dalam konstitusi Indonesia maka perlu adanya 
amandemen UUD 1945. 
2. Adanya inspirasi dari rakyat untuk membuka peluang pencalonan secara 
independen maka dalam pembuatan undang-undang mengenai pemilu Presiden 
dan Pemilu Legislatif pada Pemilu selanjutnya perlu diwacanakan membuka 
kesempatan bagi calon perseorangan. Andaikan melalui pencalonan 
perseorangan dapat berjalan secara murni tetapi pencalonan dapat diberikan 
kepada tiap-tiap orang yang bukan anggota partai dapat mencalonkan melalui 
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